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BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 244 TAHUN 2019
TENTANG

PENETAPAN DESA SADAR HUKUM

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,
bahwa dalam rangka peningkatan kesadaran hukum
masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang berbudaya
hukum;
bahwa parameter keberhasilan peningkatan kesadaran
hukum dapat dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan
penyuluhan hukum disuatu wilayah dengan dibentuknya
Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan
masyarakat berbudaya hukum ditengah masyarakat perlu
dibentuk Desa Sadar Hukum;
bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, huruf b dan
huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan
Hukum sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.O1-
PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);
Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 5);

Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008
tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar
Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA SADAR
HUKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

Menetapkan Desa Bulagi II Kecamatan Bulagi sebagai Desa
Sadar Hukum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019.

Desa yang telah ditetapkan sebagai Desa Sadar Hukum akan
dilakukan Pembinaan dan diajukan oleh Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
dengan persetujuan Gubernur, kepada Menteri Hukum dan
HAM Republik Indonesia untuk diresmikan sebagai
Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan memperoleh
penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa
Sasana Kelurahan.



KETIGA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal & (Juli 2014
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Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;

Kepala KANWIL Kemenkumham Sulawesi Tengah di Palu;

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan di Salakan;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Yang bersangkutan di tempat.
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